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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan : 

1. Perbandingan penerapan SMKK pada proyek pembangunan Gedung 

Kantor Bapppeda dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III 

RSUD di kabupaten Sijunjung adalah bahwa penerapan SMKK 

memakai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No 21 Tahun 2019 lebih maksimal dibanding tahun anggaran 2019 

yang memakai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat No 5 Tahun 2014.  

2. Kelebihan dan kekurangan penerapan SMKK pada proyek 

pembangunan Gedung Kantor Bapppeda dan Pembangunan Gedung 

Rawat Inap Kelas III RSUD di kabupaten Sijunjung adalah: pada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 

Tahun 2019 lebih gampang mengontrol atau mengevaluasi SMKK 

dilapangan sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2014 K3 tidak diuraikan di RAB 

sehingga tidak mudah dalam mengevaluasinya. 

3. Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan 

gedung di Kabupaten Sijunjung adalah: Perlu ditingkatkan budaya dan 

kedulian dari pekerja konstruksi akan pentingnya pemakaian APD 
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dilapangan; Selalu memberikan sosialisasi kepada pekerja secara rutin 

tentang pentingnya pemakaian APD saat bekerja; Petugas K3 yang ada 

dilapangan harus sesuai dengan yang ada di dokumen penawaran 

sehingga yang ada dilapangan benar-benar yang berkompetensi dan 

berpengalaman; Kemampuan petugas K3 perlu ditingkatkan 

dilapangan; Perlu adanya pelatihan dan pembinaan untuk petugas K3; 

Untuk pelatihan agar lebih detail dalam penyampaiannya; Perlu 

diperkuat lagi sanksi yang diberikan kepada penyedia jasa yang tidak 

menerapkan SMKK karena pada saat ini hanya berlaku sanksi 

administrasi, berharap kedepannya diberlakukan sanksi yang lebih berat 

lagi seperti sanksi blacklist untuk perusahaan yang tidak menerapkan 

SMKK dilapangan; Adanya evaluasi secara rutin penerapan K3 

dilapangan oleh konsultan pengawas ataupun owner. 

5.2.   Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Peneltian ini berharap dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar lebih 

aktif memberikan bimtek dan sosialisasi untuk penerapan SMKK 

dilingkungan proyek konstruksi. 

2. Peneltian ini berharap dapat menjadi masukan untuk penyedia jasa lebih 

bisa membudayakan pekerja dilapangan untuk memakai APD selama 

pelaksanaan pekerjaan berlangsung. 
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3. Bisa jadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya agar lebih bisa 

mengembangkan lagi lebih detail dari penelitian sekarang dan meneliti 

peraturan SMKK yang terbaru.  
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